BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR TINGGINYA ANGKA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KEPANJEN KABUPATEN
MALANG TAHUN 2013 —-2014

A. Deskripsi Faktor Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama
Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2013-2014

Perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan suatu ikatan
perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Perkara perceraian yang terjadi
di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang setiap tahunnya
mengalami fluktuatif dalam arti tidak selalu menurun dan juga tidak selalu
meningkat atau bahkan sama. Misal angka perceraian yang terjadi tahun
2013-2014. Hasil penelitian di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten
Malang, menyimpulkan bahwa perkara cerai gugat dan cerai talak yang
diputus pada tahun 2013 sebanyak 7.833 perkara, sedangkan pada tahun
2014 sebanyak 7.252 perkara.

Dari dua periode tersebut menjadikan Pengadilan Agama Kepanjen
Kabupaten Malang sebagai Pengadilan Agama dengan angka perceraian
tertinggi dan menduduki peringkat teratas dalam hal perkara perceraian di
Indonesia. Tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kepanjen pada
tahun 2013-2014 karena banyaknya pasangan suami istri yang mengajukan
gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kepanjen, baik pengajuan cerai

talak maupun cerai gugat.
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Hal ini tentunya dipicu oleh beberapa faktor perceraian. Diantaranya
faktor moral yang terdiri dari faktor poligami tidak sehat, krisis akhlak,
cemburu; 2. Faktor meninggalkan kewajiban yang meliputi kawin paksa,
ekonomi, tidak ada tanggung jawab; 3. Faktor kawin dibawah umur; 4.
Faktor menyakiti jasmani yaitu menyakiti jasmani, dan menyakiti mental; 5.
Faktor dihukum; 6. Faktor cacat biologis; 7. Faktor terus menerus berselisih
yaitu politis, gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan.

Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya perceraian di
Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Faktor moral

a. Poligami tidak sehat
Poligami tidak sehat adalah suatu perkawinan suami dengan istri
yang lebih dari seorang dalam perkawinan, dan ada yang dirugikan
khususnya bagi pihak istri karena dari pihak suami tidak bisa berbuat
adil dalam memberikan nafkah lahir maupun batin, telah diterangkan
syarat-syarat suami yang berpoligami harus adil.

b. Kirisis akhlak
Adalah suatu perkawinan antara suami isteri yang terjadi perselisihan
antara keduanya dikarenakan dari pihak suami melakukan perbuatan
yang tidak menyenangkan di masyarakat khususnya bagi suami
karena sering berjudi dan mabuk-mabukan. Sehingga dengan alasan

ini dari pihak istri mengajukan perceraian.
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c. Cemburu
Bukan hal yang mustahil terjadi sifat cemburu yang berlebihan yang
dimiliki oleh pihak suami isteri yang hidup dalam perkawinan dan
menjadi faktor penyebab terjadinya percerian. Hal ini disebabkan
oleh satu pihak dengan pihak lain. Sifat cemburu yang berlebihan
mengakibatkan suami atau istri tidak menaruh kepercayaan kepada
masing-masing pihak. Sehingga setiap gerak dan tingkah laku yang
sebenarnya biasa saja menjadi patut dicurigai dan menjadi pemicu
terjadinya perceraian bagi kedua belah pihak.

2. Faktor Meninggalkan kewajiban

a. Kawin paksa
Dalam suatu perkawinan ada paksaan antara suami istri, sehingga
dalam perkawinan yang dijalani keduanya dalam membentuk rumah
tangga terjadi perselisihan karena mereka merasa terpaksa dalam
menjalaninya. Sehingga dengan adanya kawin paksa ini didalam
rumah tangga tidak ada rasa cinta dan kasih sayang antara suami
istri.

b. Ekonomi
Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling potensial untuk dapat
melakukan sebuah perkawinan. Karena ekonomi menjadi titik penentu
dimana suami memiliki beban tugas dan tanggung jawab untuk
melindungi isterinya. Memberikan pakaian, rumah tangga, dan tempat

tinggal baginya.
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Dalam Pasal 34 ayat 1 UU No.l Tahun 1974 menjelaskan bahwa :
“suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya™
Dengan demikian, apabila suami tidak mampu memenuhi
kewajibannya tersebut dan si istri tidak mau menerima apa dasarnya
maka bagi istri berhak untuk menuntut dan meminta cerai kepada
suaminya.
3. Faktor tidak tanggung jawab
Apabila suatu rumah tangga dimana salah satu pihak melalaikan
kewajibannya tanpa ada rasa tangung jawab. Maka pihak yang dirugikan
dapat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.
4. Faktor kawin dibawah umur
Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19
tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.’ Dengan adanya
batasan usia ini diharapkan agar supaya kedua calon mempelai yang akan
membina rumah tangga sudah memiliki kesiapan yang matang. Selain itu,
dalam mengarungi kehidupan rumah tangga mereka belum siap menerima
kebutuhan-kebutuhan rumah tangga sehingga mereka goyah, dan akhirnya

mereka terjerumus kelubang perceraian.

! Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Nuansa Aulia,2011), 86.
? Undang-undang Pokok Perkawinan (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2007), 4.
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5. Faktor penganiayaan
Perceraian dapat terjadi karena alasan bahwa salah salah satu pihak
melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan
pihak lain.
6. Faktor dihukum
Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.’ Dalam hal ini apabila
terdapat kasus seperti tersebut diatas yakni baik suami maupun istri
mendapat hukuman setelah berlangsungnya suatu pernikahan selama 5
tahun lebih. Maka mereka mendapatkan hak untuk mengajukan
perceraian di Pengadilan Agama .
7. Faktor terus menerus berselisih
a. Cacat biologis
Perceraian dapat dilakukan oleh kedua belah pihak apabila terdapat
salah satu pasangannya memiliki cacat biologis seperti impotensi.
b. Politis
Perceraian dapat dilakukan dengan alasan kedua pasangan berbeda
politik. Namun hal ini tidaklah menjadi suatu yang bersifat mutlak,
karena faktor politik tidak terjadi di Pengadilan Agama Kepanjen

Kabupaten Malang tahun 2013-2014.

*Ibid., 38
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c. Gangguan pihak ketiga
Pada dasarnya kehidupan rumah tangga itu dibangun oleh adanya rasa
percaya dan saling memahami antara kedua pihak jika terjadi adanya
pihak ketiga yang menjadi pemicu terjadinya perceraian baik itu
berasal dari pihak suami ataupun pihak isteri, maka keduanya bisa
mengajukan perceraian melalui prosedur pengadilan.

d. Tidak ada kehamonisan
Alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami-istri
yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai
hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang
ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum
sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.

Tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kepanjen didominasi
oleh faktor tidak ada keharmonisan. Pada tahun 2013 tercatat telah terjadi
perceraian disebabkan faktor tidak ada keharmonisan dengan jumlah perkara
sebanyak 4.281 atau sekitar 63,16%, sedangkan pada tahun 2014 faktor
penyebab perceraian terbanyak dan masih sama dengan tahun 2013 yaitu
faktor tidak adanya keharmonisan dengan jumlah perkara sebanyak 5.043
atau sekitar 74,60%. Terlihat pada faktor tidak ada keharmonisan ini
mengalami kenaikan 11,44% selama dua periode.

Hal ini dapat terjadi karena masing-masing pihak yaitu suami dan istri
saling mengedepankan prinsip serta egonya masing-masing tanpa berpikir

untuk mencari solusi terbaik pemecahan masalah tersebut. Hal semacam ini
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yang melatarbelakangi sekaligus menjadi penyebab meningkatnya angka
perceraian karena terus menerus terjadinya perselisihan, dapat diketahui dari
budaya masyarakat Kabupaten Malang sendiri yang biasa melakukan
perkawinan dalam usia muda. Sebuah usia yang sebenarnya masih sangat
layak untuk mencari pengalaman-pengalaman dan tidak menyentuh pada
sebuah ruang pernikahan yang didalamnya sarat dengan problematika
kehidupan yang harus diselesaikan dengan pola pikir dewasa yang memadai
bagi pasangan tersebut. Tentu saja hal ini bukan merupakan sebuah ukuran
yang mutlak bagi setiap individu dalam artian sah-sah saja bagi seseorang
melakukan sebuah perkawinan dalam usia yang sangat muda. Namun,
ketidakmatangan dalam berpikir, ketidaksiapan dari faktor materiil dan
tanpa adanya dukungan yang kuat dari pihak keluarga. Dalam hal ini orang
tua bisa menjadi motivator penyebab terjadinya perceraian bagi keduanya.
Membangun keharmonisan rumah tangga memang bukan hal mudah,
karena perkawinan merupakan penyatuan dua pribadi yang berasal dari latar
belakang berbeda, baik itu sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan keluarga.
Karenanya sering terdengar meskipun pernikahan sudah dijalani selama
bertahun-tahun masih saja terbentur dengan hambatan-hambatan dalam
membangun kehamonisan suami istri. Padahal membangun keharmonisan di
dalam kehidupan berumah tangga merupakan hal yang harus benar-benar
diperhatikan.
Dalam hal perselisihan antara suami istri yang berlangsung terus

menerus Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f Jo Pasal
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116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan “antara suami istri terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.* Dengan adanya aturan ini maka
mereka dapat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kepanjen dengan

alasan perselihan secara terus menerus.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Tingginya Angka Perceraian Di
Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2013-2014

Perceraian adalah jalan terakhir yang dipilih oleh pasangan suami istri
jika dalam kehidupan berumah tangga terjadi perselisihan dan permasalahan
yang tiada kunjung usai. Hal ini serupa terjadi di Pengadilan Agama
Kepanjen Kabupaten Malang yang selama dua periode yaitu tahun 2013 dan
tahun 2014 menjadi Pengadilan dengan tingkat perceraian tertinggi di
Indonesia. Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama tidak serta merta
berjalan mulus dan langsung diputus bahwa pasangan suami istri tersebut
resmi bercerai, ada penggolongan yang harus dilakukan guna menggetahui
penyebab terjadinya perceraian.

Dalam Pengadilan Agama terdapat 7 penggolongan yang dapat
dijadikan alasan penyebab terjadinya perceraian yaitu diantaranya faktor
moral yang terdiri dari faktor poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu; 2.
Faktor meninggalkan kewajiban yang meliputi kawin paksa, ekonomi, tidak
ada tanggung jawab; 3. Faktor kawin dibawah umur; 4. Faktor menyakiti

jasmani yaitu menyakiti jasmani, dan menyakiti mental; 5. Faktor dihukum;

* Undang-undang pokok perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 39
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6. Faktor cacat biologis; 7. Faktor terus menerus berselisih yaitu politis,
gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan. Perceraian yang terjadi di
Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang yang paling sering dan
paling tinggi faktor yaitu tidak adanya keharmonisan yang terjadi dalam
hubungan keluarga, dan faktor ini yang menjadi fokus analisis penulis.

Melihat dari hal tersebut diatas penulis menjabarkan hal-hal yang
terkait seputar tentang perceraian dalam pandangan hukum Islam. Perceraian
adalah hal mutlak yang diatur dalam sistem hukum apapun sepanjang
manusia masih mengakui perkawinan. Perceraian hanya dapat terjadi jika
perkawinan telah terjadi secara sah. Suami istri wajib memelihara hubungan
tali pengikat perkawinan itu, dan tidak sepantasnya mereka berusaha
merusak dan memutuskan tali pengikat itu, menjatuhkan talak tanpa alasan
dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, dan dibenci
oleh Allah. Rasulullah saw bersabda:

S i Jy o

“Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak”.

Hadis ini menjadi dalil bagi penulis sebagai dasar dalam perceraian
bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai Allah, jika tidak
dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya
tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka
penulis beranggapan bahwa menjatuhkan talak dapat dipandang sebagai
perbuatan tercela. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu

menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk
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menghindarinya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa,
tidak ada jalan lain untuk menghindarinya dan talak itulah salah satunya
jalan terciptanya kemaslahatan.

Dalam Islam, perceraian telah diatur sedemikian rupa berdasarkan
petunjuk Allah SWT dan rasul-Nya Muhammad saw. Perkawinan dapat
putus akibat talak yang diucapkan oleh suami dan keinginan suami sendiri.
Dalam hal itu, Islam juga memperkenankan istri mengajukan perceraian
dengan membayar iwad (tebusan) kepada suami. Dalam hukum fikih,
perceraian dengan otoritas perempuan dikenal dengan khulu'. Untuk itu,
syariat Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan
sebagai pertalian yang suci dan kokoh sebagaimana Al-Qur’an memberi
istilah pertalian itu dengan mithagan ghalidzan (janji kukuh). Sebagaimana

Firman Allah dalam al-Qur’an surat A/-Nisa’ayat 21 yang berbunyi:

N\

2 28 2.
-

Bl vemn TL35T ek ) aimad (il 355 08,450 &S5

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu
telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan
mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang
kuat.’

Penulis berpendapat jika dalam menjalankan kehidupan rumah tangga

mungkin akan terjadi salah paham antara suami istri, salah seorang atau

kedua-duanya tidak melakukan kewajiban-kewajibannya, tidak saling

® Departemen Agama RI, A/-qur’an dan terjemahnya (Bandung; CV penerbit Diponegoro,
2007),81.
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mempercayai dan sebagainya. Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi
dan diselesaikan atau didamaikan bahkan tak jarang pula menimbulkan
kebencian, pertengkaran yang terus menerus antara suami istri. Istri yang
tidak dapat lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga akibat perlakuan
suami yang sudah melewati batas, baik dalam sikap dan tingkah laku yang
mengharuskan istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Dalam hukum Islam jika telah terjadinya ikatan perkawinan, maka
sejak saat itulah antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang
sama. Penulis berpendapat bahwa seorang istri mempunyai atau diberikan
sebuah hak yang seimbang sesuai dengan hak yang diberikan pula kepada
suami, persamaan ini dapat dimasudkan agar tidak ada diskriminasi
pembagian hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam hal ini seseorang
suami diberikan beberapa kewajiban yang lebih besar dari pada istri yaitu
menyediakan papan (tempat tinggal), sandang (pakaian), dan pangan
(makanan).

Jika kewajiban telah dibebankan kepada suami tersebut telah
dipenuhinya. Maka kewajiban bagi seseorang istri untuk tinggal bersama
suaminya, karena jika tidak nantinya dapat menyebabkan terjadinya
perselisihan bagi keduanya yang menjerumuskan pada terjadinya perceraian.
Hal tersebut berhubungan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban
yang dimiliki oleh suami dan istri tersebut. Namun pada dasarnya, seorang
istri tidak dapat berbuat sesuatu yang melebihi batas kewenangan dari hak

dan kewajibannya karena bagaimanapun seorang suami berhak atasnya.
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Apalagi seorang suami telah melaksanakan kewajibannya dengan
memberikan sandang, papan, pangan, namun si istri dengan sesuatu alasan
ternyata tidak mau untuk tinggal bersamanya, dan istri mempunyai sifat
yang sangat egois.

Menurut penulis kurangnya pengertian antara pasangan suami istri
yang menimbulkan perselisihan secara terus menerus yang sudah tidak bisa
didamaikan dan tidak menemukan titik temu antara suami istri bisa
dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian yang sesuai dengan aturan
yang berlaku. Namun jika karena alasan semacam itu terjadi perceraian
penulis beranggapan terlalu mudah, sebab tujuan dari pernikahan ialah
membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaiamana
yang telah tercantum pada UU No.1 Tahun 1974 Pasal 2.

Perceraian tidak mungkin terjadi jika suami atau istri telah memenuhi
hak dan kewajiban masing-masing. Pasangan suami istri juga harus
mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing
peran sebagai suami dan istri sehingga dapat tercapai tujuan perkawinan
yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk
mencapai tujuan perkawinan suami dan isteri harus memenuhi kriteria rumah
tangga bahagia.

Adapun kriteria rumah tangga bahagia yang bisa jadi cikal bakal
terbentuknya keluarga yang harmonis serta jauh dari perbuatan cerai yaitu
dengan adanya upaya dalam menciptakan suasana kehidupan berkeluarga

yang islami, melaksanakan pendidikan dalam keluarga baik pendidikan
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agama maupun pendidikan umum, terwujudnya kesehatan dan
perekonomian yang baik di keluarga, dan terakhir terbentuknya hubungan
keluarga yang serasi dan seimbang serta harmonis antar anggota keluarga.
Niscaya jika hal-hal semacam ini diterapkan oleh tiap-tiap keluarga mungkin
perceraian tidak akan terjadi dan tujuan dari sebuah perceraian dapat
terwujud dengan baik yaitu dengan cara membentuk keluarga yang sakinah,

mawaddah, warahmah. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw :

o - - & w & - \ -
“wa? 2 ARi . o 2 _o o 2go - % a.:U s oo dowiiz04 ., o or b . 7%
3P 819 B oS @ Rraes85s il (B e oo Jal SIS

0d.% o A o08h o A _d ..
:
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(St olgy Yas 04575 Slds

Apabila Allah menghendaki rumah tangga bahagia, maka diberikan

kecendrungan pemahaman ilmu agama, yang muda menghormati yang tua,

serasi (harmonis) dalam kehidupan, hemat dan hidup sederhana, melihat

(mengawasi) cacat (kekurangan) mereka, dan kemudian melakukan

taubat/minta maaf. Dan jika Allah menghendaki sebaliknya, maka
ditinggalkannya mereka dalam kesesatan.” (HR. Dailami)

Berdasarkan hadis diatas dijelaskan bahwa perceraian yang terjadi di
Pengadilan Agama Kabupaten Malang cenderung tidak sejalan dengan ajaran-ajaran
Rasullullah saw. Dimana kehendak Allah sangat menentukan apakah perkawinan
seseorang dapat harmonis atau tidak. Namun selain kehendak Allah. Setiap individu
mempunyai andil dalam menentukan harmonis atau tidaknya sebuah perkawinan.
Dalam hadis diatas juga disebutkan bahwa sebuah rumah tangga dapat dikatakan
harmonis apabila suami istri memmpunyai pemahaman ilmu agama yang baik, saling
menghormati dll.

Apabila suami dan istri tidak bisa menciptakan sebuah hubungan

keluarga yang harmonis dan bahagia seperti halnya yang dijelaskan diatas

dan jika suami atau istri melalaikan dari hak dan kewajiban masing-masing
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pasangan maka pihak suami atau pihak istri diperbolehkan mengajukan cerai,
namun alangkah lebih baiknya perlu adanya permikiran yang matang
sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perceraian. Jika dirasa
perceraian memberikan kebaikan antara suami dan istri maka diperbolehkan
untuk bercerai, namun jika perceraian dirasa banyak menimbulkan mudlarat
dan keburukan bagi suami/istri, anak, dan keluarga masing-masing pasangan
alangkah lebih baiknya untuk tidak dilakukan perceraian tersebut.

Keputusan untuk bercerai yang dilakukan oleh suami dan istri sekarang
banyak terjadi seperti pada Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang
yang pada tahun 2013-2014 terjadi perkara perceraian dengan angka
perceraian tertinggi di Indonesia mencapai angka 4000 lebih perkara cerai
baik yang dilakukan oleh suami atau istri.

Tidak mungkin terjadi perceraian hingga mencapai angka setinggi itu
tanpa adanya sebab, dari hasil penelitian penulis yang dilakukan di PA
Kepanjen diketahui bahwa sepanjang tahun 2013-2014 perkara cerai yang
diajukan kebanyakan karena adanya ketidakharmonisan dalam hubungan
keluarga tersebut. Menurut penulis, ketidakharmonisan ini disebabkan oleh
banyak hal seperti kurangnya sikap saling pengertian, saling menghormati,
saling menghargai antar pasangan, kurangnya kesadaran akan tanggung
jawab atas hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan, kurangnya
pemikiran yang matang dalam mengambil keputusan untuk bercerai, dan

sebagainya.
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Seharusnya pasangan suami isteri sama-sama mempunyai kemauan
untuk menyelesaikan setiap masalah mereka secara kekeluargaan sehingga
hal tersebut tidak sampai berujung kepada perceraian yang dibenci oleh
Allah. Hal tersebut pula akan berdampak pada tinggi rendahnya angka
perceraian pada pengadilan suatu daerah.

Tindakan berupa perceraian hendaknya perlu disikapi dengan
kedewasaan dan pemikiran yang matang sebelum mengambil keputusan
untuk mengakhiri kehidupan berumah tangga di meja pengadilan. Jika suatu
masalah kecil bisa diselesaikan dengan baik-baik tanpa ada hal-hal yang
membuat besar alangkah lebih baik untuk diterapkan, namun jika masalah
yang kecil dibuat menjadi besar maka besar kemungkinan pula untuk
terjadinya suatu perceraian.

Tidaklah mungkin dalam menjalani sebuah kehidupan berumah tangga
tidak muncul masalah-masalah yang menghalangi, namun bagaimana
permasalahan tersebut hendaknya dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik
antara suami dan istri dengan pemikiran yang tenang tanpa berpikir bahwa
cerai adalah solusi terbaik. Hendaknya pasangan suami istri berpikir
bagaimana mempertahankan hubungan keluarga dan menciptakan kehidupan
berkeluarga yang baik, harmonis dan bahagia Isu atau permasalahan yang
menyebabkan munculnya ketidakharmonisan yang terjadi dikeluarga bisa
langsung selesai jika antara pasangan suami istri kompak dan bekerja sama
dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang menghampiri kehidupan

berumah tangga pasangan tersebut. Begitupula yang terjadi di Pengadilan
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Agama Kepanjen, tidak mungkin terjadi perkara perceraian yang banyak dan
berimbas menjadi tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama
Kepanjen dalam kurun waktu dua periode sebab tidak adanya keharmonisan
keluarga jika antara pasangan suami istri dapat dengan sadar dan tanpa
paksaan untuk melakukan hak dan kewajibannya masing-masing serta
berupaya untuk mempertahankan keluarganya dan berusaha menciptakan
sebuah kehidupan keluarga yang harmonis yang sejalan dengan tujuan
pernikahan.

Namun jika pasangan suami istri terlanjur melakukan perceraian tanpa
ada pemikiran yang matang bukan hal yang buruk jika memang cerai
merupakan solusi terbaik dalam hubungan keluarga. Disamping adanya sisi
negatif, perceraian juga terkandung hikmah bagi suami istri yang terlanjur
memutuskan untuk bercerai. Pertama, perceraian sebagai ujian kesabaran
mengatasi peroblematika kehidupan dalam arti menutup jalan keluar bagi
suami dan istri jika problematika kehidupan perkawinan menghimpit
keduanya. Kedua perceraian sebagai pintu keselamatan dari kerusakan
menuju kebaikan yaitu jika berbagai cara dan pendekatan yang digunakan
tidak berhasil memperbaiki perilaku suami atau istri dan mereka tidak dapat
menegakkan aturan rumah tangga, maka perceraian baik dengan jalan cerai
talak maupun cerai gugat merupakan jalan keluar yang solutif bagi mereka

keluar dari kemelut rumah tangga.



